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PUTUSAN

Nomor 1035/Pdt.G/2019/PA.Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara

Cerai  Gugat  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara: 

Penggugat,  umur  31 tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  ibu

rumah  tangga,  tempat  tinggal  di  Kabupaten  Serdang  Bedagai,,

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat,  umur  40 tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

wirausaha,  tempat  tinggal  di  Kabupaten  Serdang  Bedagai,,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah  mendengar  keterangan  Penggugat  serta  saksi-saksi  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  gugatan  secara  tertulis  dengan

surat  gugatannya  bertanggal  05  Desember  2019,  yang  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Sei  Rampah  dengan  Register  Nomor

1035/Pdt.G/2019/PA.Srh pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25

April  2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat

PPN KUA, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor:

420/120/IV/2007 tertanggal 25 April 2007;  

2. Bahwa setelah menikah Penggugat  dan Tergugat  telah bergaul

layaknya  suami-istri  (ba'da  dukhul),  dan  tinggal  bersama  di  rumah

Penggugat  dan  Tergugat  di  Dusun  III  Desa  Sei  Rejo  Kecamatan  Sei

Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;  
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3. Bahwa dari  pernikahan tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  tidak

dikaruniai anak;  

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan

harmonis  selama setahun.  Namun sejak  tahun 2008  kehidupan  rumah

tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  tidak  rukun  dan  sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam  rumah  tangga  yang

disebabkan;    

a. Tergugat selalu mengambil keputusan sendiri tanpa musyawarah

dengan Penggugat;  

b. Tergugat  terlalu  mengekang  Penggugat  untuk  keluar  rumah

bahkan untuk menemui orang tua Penggugat;  

c. Tergugat  berkata  kasar,  memaki  dan  merendahkan  Penggugat

bahkan

d. didepan umum;  

e. Tergugat  mengatakan  bahwa  Tergugat  menyukai  adik  kandung

Penggugat dan selalu mencoba untuk mendekatinya;  

f.   Tergugat sering keluar malam bahkan pulang pagi;  

g. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena belum memiliki

keturunan;  

h. Tergugat sudah pernah mengembalikan Penggugat kepada orang

tua  Penggugat  dengan  alasan  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk

memberi nafkah Penggugat;  

5. Bahwa  puncak  perselisihan  antara  Penggugat  dan  Tergugat

terjadi pada tanggal 03 Desember 2019, dimana Tergugat mengungkit apa

yang  telah  diberikan  untuk  keluarga  Penggugat,  dan  Tergugat  juga

meminta Penggugat untuk bekerja karena Tergugat merasa keberatan jika

Penggugat hanya dirumah saja dan menjadi seorang ibu rumah tangga,

padahal  selama  ini  Penggugat  selalu  membantu  Tergugat  untuk

berdagang. Karena pertengkaran tersebut, Penggugat pun memutuskan

pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap

dan perkataan Tergugat yang selalu berkata menyakiti hati Penggugat;  
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6. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  untuk  mendamaikan

Penggugat  dengan  Tergugat  agar  hidup  rukun  kembali  dalam  rumah

tangga, namun tidak berhasil;  

7. Bahwa dengan  alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  merasakan

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan

lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan  Agama Sei  Rampah cq.  Majelis  Hakim yang Mulia  untuk
menetapkan  hari  persidangan,  memanggil  para  pihak,  memeriksa  dan
mengadili  perkara  ini  serta  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  berbunyi
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);  

3. Membebankan  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini  sesuai

ketentuan yang berlaku;  

 Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini,  Penggugat  dan Tergugat  telah

dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang

sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

di  persidangan  dan  tidak  pula  mengutus  orang  lain  sebagai  wakil  atau

kuasanya  yang  sah  serta  tidak  ada  mengajukan  eksepsi  secara  tertulis

meskipun  berdasarkan  relaas panggilan  yang  dibacakan  di  persidangan,

Tergugat telah dipanggil  secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim

ternyata  ketidakhadiran  Tergugat  tersebut  tidak  disebabkan  alasan  yang

dibenarkan undang-undang;

Menimbang,  bahwa   pada  persidangan  tanggal  06  Januari  2020

Penggugat   di  persidangan  menyatakan  secara  lisan  mencabut  gugatan

Penggugat   yang telah diajukannya pada tanggal  05 Desember 2019,  yang

telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan

Register Nomor: 1035/Pdt.G/2019/PA.Srh pada tanggal itu juga dengan alasan
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antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali sebagimana

layaknya suami isteri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,  Majelis Hakim

cukup  menunjuk  kepada  berita  acara  sidang  yang  merupakan  bagian  yang

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,  Majelis Hakim

cukup  menunjuk  kepada  berita  acara  sidang  yang  merupakan  bagian  yang

tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1)

huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama  jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2)

R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

para  pihak  berperkara  telah  diperintahkan  untuk  dipanggil  dan  menghadiri

persidangan;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan,

Penggugat  telah  datang  secara  inperson,  sedangkan  Tergugat  tidak  pernah

hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada

mengajukan  eksepsi,  dan  ternyata  pemanggilan  terhadap  Tergugat  telah

dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan

150 R.Bg  telah  cukup  alasan  bagi  Majelis  Hakim  untuk  memeriksa  dan

memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Penggugat   menyatakan  mencabut  gugatan

Penggugat  secara lisan pada persidangan tanggal 06 Januari 2020 yang telah
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dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor

1035/Pdt.G/2019/PA.Srh  pada  tanggal  05  Desember  2019  dengan  alasan

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berdamai  dan  rukun  kembali

sebagimana layaknya suami isteri;

 Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Penggugat   dan  Tergugat   telah

berdamai dan Penggugat  telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan

bagi  Majelis  Hakim  untuk  melanjutkan  pemeriksaan  perkara  ini  dan  Majelis

Hakim  harus  menyatakan  bahwa  gugatan  Penggugat  Register  Nomor

1035/Pdt.G/2019/PA.Srh  05 Desember 2019, dicabut;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya

perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya; 

Mengingat  segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

1035/Pdt.G/2019/PA.Srh dari Penggugat;  

2. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Sei  Rampah  untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;  

3. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah

Rp.316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);  

Demikian  Putusan  ini  dijatuhkan  di  Pengadilan  Agama  Sei  Rampah

dalam Rapat  Permusyawaratan  Majelis  Hakim  pada  hari  Senin,  tanggal  06

Januari  2020 Miladiyah,  bertepatan dengan tanggal  10 Jumadil  Awwal  1441

Hijriyah, oleh  kami  Sri  Suryada  Br.  Sitorus  S.H.I sebagai  Ketua  Majelis,

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.  dan  Nusra Arini, S.H.I., M.H. masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang terbuka untuk umum, oleh  Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I sebagai

Ketua Majelis,  didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh  Patimah, S.H.
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sebagai  Panitera  Pengganti  dengan  dihadiri  Penggugat  tanpa  hadirnya

Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I
Hakim Anggota

dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

dto

Nusra Arini, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

dto

Patimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-------------------------------Biaya pendaftaran Rp 30.000,00      

1.-------------------------------Biaya proses Rp 50.000,00      

2.-------------------------------Biaya Panggilan Rp 200.000,00      

3.-------------------------------Hak redaksi Rp   5.000,00

4.-------------------------------Meterai Rp          6.000,00   

Jumlah biaya Perkara Rp 291.000,00  

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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